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Pemerintah Kota Samarinda 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 

Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan 
SOP Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan  Lingkungan Hidup 

Nomor SOP  

Tanggal 
Pembuatan 

 

Tanggal Efektif  

Disahkan Oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Samarinda, 

 
 
 
 

Ir. Endang Liansyah, MP. 
Pembina Utama Muda/ IVc 

NIP. 19650825 199203 1 004 
   

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 
3. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 
7. Permen LHK Nomor 16 Tahun 2012 
8. Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 
9. Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 
10. Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 
11. Permen LHK Nomor 18 Tahun 2021 

- Pelaksanan kompeten dalam deskripsi kegiatan 
- Pelaksana kompeten dalam kebijakan yang 

berlaku 
- Pelaksana kompeten dalam mengevaluasi 

besaran dampak 
- Pelaksana kompeten dalam mengevaluasi 

dokumen lingkungan 
 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan penunjang 
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1. Pemrakarsa 

2. OPD terkait 

3. BIdang Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 

 

 

 

1. Ruang Rapat 
2. Alat dokumentasi 
3. Internet  
4. ATK 
5. Komputer dan Kelengkapan 
6. Printer 
7. Infocus 
8. Layar 
9. Sound system 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

1. Pelaksanaan dilakukan melaui aplikasi amdalnet, apabila proses pelaksanaan tidak mengikuti arahan di 

dalam amdalnet, dianggap tidak mengurus perijinan sesuai aturan yang berlaku (tidak terecord di dalam 

sistem amdalnet) 

2. Semua proses pelaksanaan penerbitan PKPLH melalui amdalnet dibatasi oleh waktu, apabila pelaksanaan 

tidak disesuaikan dengan ketentuan waktu yang ada , proses dianggap batal dan mengulang lagi dari awal.  

1. Register  surat masuk dan keluar 

2. Proses pelaksanaan penerbitan PKPLH tercatat baik 

berupa Undangan rapat, absensi maupun berita acara 

pelaksanaan rapat pemeriksaan dokumen. 
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SOP Penerbitan PKPLH 
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